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Mataram NTB - Kanwil Kemenkumham NTB menyelenggarakan Operasi
Gabungan Pengawasan Orang Asing di wilayah Senggigi, Lombok Barat, Kamis
(23/11). Operasi gabungan (opgab) ini melibatkan stakeholder yang tergabung
dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Provinsi NTB.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Wisnu Daru Fajar dalam
sambutan saat melepas tim opgab mengatakan, Senggigi merupakan salah satu



tempat bermukim orang asing di Lombok. Pengawasan ini dilakukan untuk
memastikan orang asing bermukim sesuai izin tinggalnya.

"Kegiatan ini juga untuk mengumpulkan bahan keterangan sebagai dasar analisis
Divisi Imigrasi dalam melakukan perencanaan pengawasan orang asing ke
depannya,"” kata Wisnu.

Wisnu menuturkan, Timpora Provinsi NTB yang terlibat dalam opgab ini
menjalankan tugas sesuai SOP pengawasan orang asing. Tim, lanjut Wisnu,
mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif. Kegiatan ini juga untuk
memastikan bahwa orang asing yang tinggal dan mukim di Lombok memberi
manfaat untuk masyarakat.

"Sesuai dengan kebijakan keimigrasian Indonesia yakni selective policy, bahwa
orang asing yang bermanfaat saja yang dapat memasuki wilayah Indonesia,"
tegasnya.

Dalam operasi gabungan ini, tim dibagi menjadi 2. Tim menyambangi
penginapan di wilayah Senggigi Lombok Barat untuk mengecek kepemilikan
penginapan sekaligus memastikan izin tinggal orang asing yang menginap.

Dari hasil opgab ini, ada satu orang asing yang harus dilakukan pendalaman
dikarenakan yang bersangkutan tidak melaporkan perpindahan alamat (mutasi
alamat). Untuk izin tinggal orang asing, tim opgab tidak menemukan
penyalahgunaan izin tinggal.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan mengatakan, pengawasan orang
asing perlu kolaborasi lintas stakeholder. Misalnya, lanjut Parlindungan, terkait
Tenaga Kerja Asing (TKA) maka bersinggungan dengan Dinas Tenaga Kerja.
Apabila orang asing itu ada kegiatan mengajar, maka bersinggungan dengan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Oleh karenanya sinergi antar-pemangku kepentingan dalam wadah Timpora
Provinsi NTB sangat penting untuk memastikan tegaknya kedaulatan negara,"
ujar Parlindungan.

Menkumham Yasonna H Laoly dalam sejumlah kesempatan mengatakan,
Timpora merupakan implementasi Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016.
Yasonna meminta seluruh jajaran Imigrasi memaksimalkan pengawasan orang
asing. "Kedepankan profesionalisme dalam melakukan pengawasan orang
asing," pesan Yasonna.

Operasi Gabungan ini melibatkan Polri, TNI, Kejaksaan, BNN, Dinas Pariwisata,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil DJP Nusa Tenggara, dan instansi
lainnya. (Adb)



